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ABSTRAK 

 
Studi ini meneliti kemajuan kesetaraan gender di Surabaya melalui analisis Indeks Pembangunan 
Gender (PDB) antara tahun 2020 dan 2023, dengan proyeksi hingga tahun 2025. Studi ini 
menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, dengan menggunakan data dari BPS 
Surabaya dan menerapkan pemodelan regresi linier, penelitian ini menangkap lintasan 
kesetaraan gender di berbagai dimensi kesehatan, pendidikan, dan pencapaian ekonomi. Temuan 
menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dengan GDI naik dari 93,58 pada tahun 2020 
menjadi 95,56 pada tahun 2023, menunjukkan kesetaraan menengah hingga tinggi, meskipun 
hasil yang dicapai perempuan masih sedikit di bawah laki-laki. Proyeksi menunjukkan 
peningkatan berkelanjutan, dengan nilai GDI diperkirakan mencapai 96,17 pada tahun 2024 dan 
96,86 pada tahun 2025. Hasil ini menunjukkan bahwa Surabaya sedang menuju kesetaraan 
gender, meskipun hambatan struktural, khususnya dalam distribusi pendapatan dan partisipasi 
politik, masih tetap ada. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun peningkatan statistik 
menyoroti kemajuan yang berarti, intervensi kebijakan yang berkelanjutan dan tata kelola yang 
responsif gender sangat penting untuk menerjemahkan kemajuan numerik menjadi kesetaraan 
substantif. Penelitian ini berkontribusi pada wacana tentang pengarusutamaan gender di 
perkotaan Indonesia dan menggarisbawahi peran Surabaya dalam memajukan agenda nasional 
menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 5 tentang kesetaraan gender pada 
tahun 2030. 
 
Kata kunci: Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Indek Pembangunan Berbasis  

Gender, Tujuan Pembangunan Keberlanjutan 
 

ABSTRACT 
 

This study examines the progress of gender equality in Surabaya through an analysis of the Gender 
Development Index (GDI) between 2020 and 2023, with projections up to 2025. Using secondary 
data from Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya and applying linear regression modeling, the 
research captures the trajectory of gender equality across dimensions of health, education, and 
economic achievement. The findings reveal a consistent upward trend, with the GDI rising from 
93.58 in 2020 to 95.56 in 2023, indicating medium-to-high equality, though women’s outcomes 
remain slightly below men’s. Projections suggest continued improvement, with GDI values estimated 
at 96.17 in 2024 and 96.86 in 2025. These results indicate that Surabaya is progressing toward 
gender parity, though structural barriers particularly in income distribution and political 
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participation persist. The study concludes that while statistical improvements highlight meaningful 
gains, sustained policy interventions and gender-responsive governance are essential to translate 
numerical progress into substantive equality. This research contributes to the discourse on gender 
mainstreaming in urban Indonesia and underscores Surabaya’s role in advancing the national 
agenda toward achieving Sustainable Development Goal 5 on gender equality by 2030.  
 
Keywords: Gender Equality, Women Empowerment, Gender Development Indeks, Sustainable  

Development Goal 

 

PENDAHULUAN 

Komitmen global terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya 

Tujuan 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (Dhar, 2018); (Kim, 

2017); (Esquivel & Sweetman, 2016); (Roy & Xiaoling, 2022), telah menggarisbawahi 

perlunya memasukkan perspektif gender dalam program pengembangan keluarga dan 

masyarakat (UN, 2015). Di Indonesia, pengarusutamaan gender telah 

diinstitusionalisasikan melalui berbagai kebijakan, namun kesenjangan yang terus 

berlanjut baik di tingkat nasional maupun lokal menunjukkan bahwa hambatan 

struktural dan normatif masih sangat mengakar (Nurhaeni & Putri, 2025); (Schech & 

Mustafa, 2010); (Prihatiningtyastuti et al., 2022); (Gayatri, 2025). Surabaya, sebagai salah 

satu kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan populasi sekitar 3,02 juta jiwa pada 

tahun 2024 (Wenang dkk., 2024), merupakan lokasi perkotaan yang penting untuk 

mengatasi tantangan-tantangan ini. Secara demografis, kota ini dicirikan oleh populasi 

usia produktif yang mencapai sekitar 66% dari penduduknya, memberikan dividen 

demografis yang dapat meningkatkan pembangunan ekonomi jika kebijakan kesetaraan 

gender diimplementasikan secara efektif (BPS, 2024). 

Meskipun indikator makro positif, ketidaksetaraan gender masih tetap ada. Indeks 

Pembangunan Gender (PDB) Jawa Timur pada tahun 2023 tercatat sebesar 92,15%, yang 

meskipun menandakan kemajuan, masih menunjukkan kesenjangan gender dalam akses 

terhadap sumber daya dan peluang (BPS Kota Surabaya, 2023b). Lebih spesifik lagi, 

tingkat partisipasi angkatan kerja (LFPR) perempuan di Surabaya masih jauh lebih 

rendah (59,48%) dibandingkan laki-laki (81,92%) (BPS Kota Surabaya, 2023b). 

Kesenjangan ini mencerminkan interaksi norma sosial budaya, beban pengasuhan, dan 

akses yang tidak setara terhadap pelatihan keterampilan dan peluang ekonomi 

(Romadhona, 2022). Lebih lanjut, kekerasan berbasis gender tetap menjadi isu 

mendesak, dengan kasus yang dilaporkan setiap tahun, menandakan kebutuhan 

mendesak akan intervensi berbasis keluarga dan masyarakat yang terintegrasi 

(Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) (KPPPA, 2023). 

Pada tingkat kelembagaan, Surabaya telah mengembangkan infrastruktur layanan 

yang berpotensi mendukung perubahan transformatif (Kösters dkk., 2020); (Permatasari 

dkk., 2020); (Bunnell dkk., 2013); (Renzi & Frenzel, 2025). Pusat Pembelajaran Keluarga 

(PUSPAGA), yang didirikan di bawah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak tingkat kota, menyediakan dukungan psikososial, pendidikan 

pengasuhan anak, dan layanan rujukan untuk perempuan dan anak (Shirleyana dkk., 

2018); (Dieleman, 2011); (Roberts dkk., 2019); (Novalia dkk., 2020). Bersamaan dengan 
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itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mempromosikan 

“Bangga KencanaProgram ini dioperasionalkan melalui kerangka Delapan Fungsi 

Keluarga, yaitu agama, sosial-budaya, kasih sayang, perlindungan, reproduksi, 

sosialisasi-pendidikan, ekonomi, dan bimbingan lingkungan (BPKKBN, 2020). 

Konvergensi kedua kerangka kerja ini memberikan landasan praktis untuk memperkuat 

ketahanan keluarga dan mempromosikan praktik kesetaraan gender di tingkat rumah 

tangga. Surabaya, sebagai wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia, 

memberikan studi kasus yang berharga untuk memahami bagaimana tata kelola 

perkotaan dapat membentuk dinamika kesetaraan gender. Kota ini telah lama dikenal 

karena pendekatan proaktifnya terhadap pembangunan sosial, dengan lembaga-lembaga 

kota memperkenalkan berbagai program responsif gender di bidang pendidikan, 

kesehatan, dan partisipasi ekonomi. Terlepas dari upaya-upaya ini, indikator statistik 

menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih ada, terutama 

dalam pendapatan dan partisipasi angkatan kerja, meskipun perempuan menunjukkan 

pencapaian yang lebih tinggi dalam harapan hidup dan pencapaian pendidikan. 

Menganalisis kesenjangan ini dalam istilah yang terukur sangat penting tidak hanya 

untuk menilai efektivitas kebijakan tetapi juga untuk menyelaraskan lintasan Surabaya 

dengan tujuan pembangunan nasional dan internasional. 

Secara teoritis, studi ini dibangun berdasarkan kerangka pemberdayaan Naila 

Kabeer (1999), yang mengkonseptualisasikan pemberdayaan sebagai proses dinamis 

yang terdiri dari sumber daya, agensi, dan pencapaian (Kabeer, 1999). Kerangka ini 

sangat relevan dalam konteks perkotaan, di mana akses perempuan terhadap pelatihan, 

kapasitas pengambilan keputusan, dan partisipasi ekonomi dipengaruhi oleh struktur 

sosial dan kelembagaan yang saling terkait (Cornwall, 2016). Sebagai pelengkap, model 

ketahanan keluarga BKKBN menggarisbawahi peran keluarga sebagai agen utama 

sosialisasi, perlindungan, dan penyediaan kesejahteraan, sejalan dengan teori yang lebih 

luas tentang sistem keluarga dan negosiasi peran gender (Walsh, 2016). 

Mengintegrasikan kedua perspektif ini memberikan lensa analitis multidimensional 

untuk memahami bagaimana intervensi berbasis keluarga dapat berkontribusi pada hasil 

kesetaraan gender. 

Literatur yang ada tentang gender dan perkembangan keluarga di Indonesia 

menekankan pengaruh norma sosial yang mengakar dalam membatasi partisipasi 

ekonomi perempuan (Suryakusuma, 2011); (Utomo dkk., 2021); (Setyonaluri & Utomo, 

2024); (Utomo dkk., 2022); (Utomo & McDonald, 2024). Sementara intervensi 

sebelumnya berfokus pada peningkatan kapasitas individu perempuan, hanya sedikit 

penelitian yang membahas keluarga sebagai unit perubahan utama. Terlebih lagi, 

program yang menggabungkan pelatihan kesetaraan gender, pendidikan pengasuhan 

anak, dan layanan rujukan psikososial masih langka dalam konteks Indonesia. Oleh 

karena itu, penelitian ini berkontribusi untuk mengisi kesenjangan ini dengan 

mengembangkan dan menguji model pelatihan yang berpusat pada keluarga di Surabaya 

yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: (1) Delapan Fungsi Keluarga BKKBN sebagai 

kerangka perilaku, (2) layanan psikososial dan rujukan PUSPAGA sebagai dukungan 
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kelembagaan, dan (3) kerangka pemberdayaan Kabeer sebagai lensa teoritis dan 

evaluatif. 

Indeks Pembangunan Gender (PDB) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPM) 

adalah dua instrumen penting yang digunakan untuk menangkap aspek multidimensi 

kesetaraan gender. PDB berasal dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan mengukur 

pencapaian relatif perempuan dan laki-laki di berbagai dimensi kesehatan, pendidikan, 

dan pendapatan, sedangkan IPM mengevaluasi kesetaraan dalam partisipasi politik dan 

ekonomi, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menganalisis indeks-

indeks ini, dimungkinkan untuk menilai apakah hasil pembangunan terdistribusi secara 

adil antara gender. Di Surabaya, statistik BPS menunjukkan bahwa PDB meningkat dari 

93,58 pada tahun 2020 menjadi 95,56 pada tahun 2023, menempatkan kota ini dalam 

kisaran kesetaraan menengah hingga tinggi. Tren peningkatan tersebut menyoroti 

kemajuan, tetapi kesenjangan yang masih ada menggarisbawahi perlunya intervensi 

yang berkelanjutan dan tepat sasaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemajuan Surabaya menuju 

kesetaraan gender dari tahun 2020 hingga 2023 dan memproyeksikan kemungkinan 

perkembangannya hingga tahun 2025. Dengan menerapkan pemodelan statistik dan 

proyeksi berbasis regresi, studi ini mengukur laju peningkatan Indeks Pembangunan 

Gender sambil menempatkan temuan ini dalam lanskap kebijakan yang lebih luas tentang 

pengarusutamaan gender di tingkat kota. Kombinasi analisis numerik dan interpretasi 

kebijakan menawarkan pemahaman komprehensif tentang bagaimana kesetaraan 

gender di Surabaya berkembang, dan bagaimana upaya kota ini berkontribusi pada 

kewajiban nasional Indonesia di bawah SDGs. Pada akhirnya, studi ini bertujuan untuk 

memberikan wawasan tentang sejauh mana Surabaya berada di jalur yang tepat untuk 

mencapai kesetaraan gender sebelum tahun 2030 dan tantangan yang masih ada dalam 

memastikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan dalam semua dimensi 

pembangunan. 

 

METODE 

Kerangka metodologis yang digunakan dalam penelitian ini dirancang untuk menangkap 

status terkini dan lintasan masa depan kesetaraan gender di Surabaya dengan 

mengandalkan kombinasi analisis data sekunder, pemodelan statistik, dan penilaian 

interpretatif implikasi kebijakan. Penelitian ini mengambil data primer dari publikasi 

resmiBadan Pusat Statistik(BPS) Surabaya, yang menyediakan pembaruan tahunan 

tentang Indeks Pembangunan Gender (GDI) dan Indeks Pemberdayaan Gender (GEI) di 

tingkat kota. Indeks-indeks ini berakar pada kerangka kerja Indeks Pembangunan 

Manusia (HDI) dari Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP), yang 

mengevaluasi pembangunan manusia di tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan 

partisipasi ekonomi. Untuk tujuan penelitian ini, nilai GDI tahun 2020, 2021, dan 2023 

diperlakukan sebagai data dasar yang diamati, karena data tingkat kota yang dapat 

diandalkan untuk tahun 2022 belum dirilis secara publik. Untuk menilai dinamika 

kesetaraan gender, analisis menggunakan pendekatan kuantitatif berdasarkan 
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pemodelan regresi linier. Skor GDI yang diamati pertama-tama disusun secara kronologis 

untuk mengidentifikasi tren yang ada, dengan tahun 2020 (93,58), 2021 (93,90), dan 

2023 (95,56) sebagai pengamatan independen. Nilai-nilai ini kemudian diregresikan 

terhadap waktu (diukur dalam tahun), menghasilkan model prediktif yang digunakan 

untuk memperkirakan GDI yang diharapkan pada tahun-tahun berikutnya. Hubungan 

statistik tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi linier sederhana:  

𝛾 =∝ +𝛽𝑋  

di mana Y^\hat{Y}Y^ menunjukkan GDI yang diprediksi, α\alphaα mewakili intersep, 

β\betaβ menunjukkan kemiringan atau tingkat perubahan tahunan, dan XXX sesuai 

dengan tahun pengamatan. Dengan menggunakan metode ini, proyeksi untuk tahun 2024 

dan 2025 dihitung, menghasilkan nilai GDI yang diperkirakan masing-masing sebesar 

96,17 dan 96,86. Proyeksi berbasis regresi ini memberikan perkiraan yang berlandaskan 

matematika namun lugas tentang kemajuan kota menuju kesetaraan gender, sambil 

mengakui keterbatasan inheren model linier dalam menangkap kompleksitas sosial. Di 

luar estimasi statistik, studi ini menggabungkan analisis komparatif dengan ambang 

batas global UNDP untuk kesetaraan gender untuk mengkontekstualisasikan lintasan 

Surabaya. Skor GDI yang mendekati 100 menandakan hampir kesetaraan antara pria dan 

wanita, sementara nilai yang jauh di bawah 100 mencerminkan kesenjangan gender yang 

terus berlanjut. Penurunan rasio Surabaya dari 0,936 pada tahun 2020 menjadi 0,956 

pada tahun 2023 dianalisis sebagai indikator peningkatan yang stabil, dengan proyeksi 

yang menunjukkan penutupan kesenjangan lebih lanjut. Untuk meningkatkan validitas 

interpretatif, temuan kuantitatif diintegrasikan dengan tinjauan kebijakan yang meneliti 

inisiatif pengarusutamaan gender di tingkat kota, program pemberdayaan ekonomi 

perempuan, dan strategi kesetaraan gender berbasis komunitas. Pilihan metodologis 

untuk menggabungkan pemodelan statistik dengan analisis kebijakan dilakukan secara 

sengaja, karena memungkinkan penelitian untuk melampaui pelaporan deskriptif angka 

menuju pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana tata kelola dan intervensi 

sosial memengaruhi hasil yang terukur. Dengan melakukan triangulasi tren numerik 

dengan kerangka kerja kelembagaan, studi ini memberikan gambaran holistik tentang 

kesetaraan gender di Surabaya, menunjukkan kemajuan empiris dan area di mana 

tindakan kebijakan masih diperlukan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1.Indikator Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Surabaya  

No Indikator Nilai/Informasi Terbaru Sumber 

1. 

Indeks 
Pembangunan 
Gender (GDI) 

2023: 95,56, dikategorikan sebagai 
kesetaraan menengah-tinggi; mencerminkan 
bahwa pria masih memiliki pencapaian yang 
sedikit lebih tinggi daripada wanita. 

BPS 
Surabaya 

2. 
Indeks 
Pemberdayaan 
Gender (GEI) 

Data tersedia di BPS Surabaya, namun angka 
pastinya tidak dirilis secara publik. Statistik 
detail dapat diakses langsung dari BPS. 

BPS 
Surabaya 

3. Tingkat Surabaya memiliki angka prevalensi stunting Surabaya.go.
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Stunting Anak terendah di Indonesia, SSGI 2022 melaporkan 
4,8% (±923 balita). Angka tersebut terus 
menurun sepanjang tahun 2023. 

id, Antara 
Jatim 

4. 

Partisipasi 
Perempuan 
dalam Politik 
dan Hukum 

Program advokasi pada tahun 2023 
melibatkan 150 peserta dari 32 organisasi 
perempuan untuk memperkuat kapasitas 
perempuan di bidang politik dan hukum. 

Prisma 
Surabaya 

5. 

Pemberdayaan 
Ekonomi 
Perempuan 

Program advokasi tahun 2024 yang berfokus 
pada kemandirian ekonomi perempuan 
sebagai penggerak pembangunan keluarga 
dan kota, didukung oleh DP3APPKB & GOW. 

DP3APPKB 
Surabaya 

6. 

Penghargaan 
Kesetaraan 
Gender 

Surabaya menerimaAnugerah Parahita 
Ekapraya (APE) –Kategori Mentor, 
penghargaan nasional tertinggi dari 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan & 
Perlindungan Anak. 

Suara 
Surabaya 

7. 

Program 
Responsif 
Gender Lainnya 

1. 478 Pusat Dukungan Keluarga (Puspage) 
di berbagai lingkungan 

2. Aplikasi SIAP-PPAK menyediakan 
konsultasi gratis untuk perlindungan 
perempuan dan anak. 

3. E-Peken Marketplace mendukung 2.835 
UMKM yang dipimpin perempuan. 

Surabaya.go.
id 

Sumber: Diedit oleh penulis, 2024 

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan telah lama diakui sebagai pilar 

utama pembangunan berkelanjutan, sebagaimana ditekankan dalam Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (McDermott et al., 2025); (Offenhuber, 2019); 

(Oktaria et al., 2025), khususnya Tujuan 5 (UN, 2015). Dalam konteks tata kelola 

perkotaan, pemerintah daerah memainkan peran penting dalam mengarusutamakan 

perspektif gender ke dalam kebijakan, program, dan layanan (Moser, 2012b); (Cheema, 

2020); (Otero-Hermida & Lorenzo, 2020). Surabaya, salah satu kota metropolitan utama 

di Indonesia, memberikan contoh ilustratif tentang bagaimana tata kelola yang responsif 

gender dapat menghasilkan kemajuan nyata dalam berbagai dimensi kehidupan sosial, 

politik, dan ekonomi. 

Indeks Pembangunan Gender (PDB) di Surabaya, yang tercatat sebesar 95,56 pada 

tahun 2023, mencerminkan tingkat kesetaraan yang sedang hingga tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di kota tersebut telah 

menyempit, meskipun laki-laki masih memiliki tingkat pencapaian yang sedikit lebih 

tinggi, terutama dalam hal pendidikan, pendapatan, dan hasil kesehatan (BPS Kota 

Surabaya, 2023a). Sebagai pelengkap PDB, Indeks Pemberdayaan Gender (IPM), 

meskipun tidak diungkapkan secara publik dalam angka yang rinci, tetap menjadi 

indikator penting untuk menilai akses perempuan terhadap partisipasi ekonomi dan 

politik (Kabeer, 1999). Indeks-indeks ini menggarisbawahi bahwa kesetaraan gender di 

Surabaya dapat diukur dan dipantau secara sistematis, sejalan dengan agenda 

pengarusutamaan gender pemerintah Indonesia.(Inpres No. 9/2000). 



 

Jurnal Registratie 7 (2), Agustus 2025: 158-175 | 164  

Hasil kesehatan dan gizi semakin memperkuat reputasi Surabaya sebagai kota yang 

responsif gender (Gordon & True, 2019); (Yunitasari dkk., 2022); (Organisasi Kesehatan 

Dunia, 2024). Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 melaporkan prevalensi stunting 

anak di Surabaya hanya 4,8 persen, setara dengan sekitar 923 balita, angka terendah di 

seluruh negeri. Pencapaian ini tidak hanya menunjukkan kebijakan kesehatan lokal yang 

efektif tetapi juga mencerminkan pendekatan kemampuan Amartya Sen (1999), di mana 

intervensi kesehatan yang peka gender memperluas kebebasan dan peluang manusia, 

khususnya bagi perempuan dan anak-anak (Sen, 1999). Penurunan stunting yang 

berkelanjutan sepanjang tahun 2023 menyoroti keberlanjutan upaya-upaya ini dalam 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak. 

Pemberdayaan politik dan hukum juga diprioritaskan. Pada tahun 2023, program 

advokasi melibatkan 150 peserta dari 32 organisasi perempuan untuk memperkuat 

partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan politik dan hukum. Hal ini 

sejalan dengan teori kesetaraan partisipatif Fraser (2009), yang berpendapat bahwa 

keadilan gender sejati hanya dapat dicapai ketika perempuan memperoleh kedudukan 

yang setara baik dalam representasi politik maupun ruang pembuatan kebijakan (Fraser, 

2009). Inisiatif semacam itu memberikan dukungan struktural untuk meningkatkan 

agensi kolektif perempuan dalam pemerintahan. Sementara itu, pemberdayaan ekonomi 

telah diposisikan sebagai penggerak transformatif bagi ketahanan rumah tangga dan 

pertumbuhan perkotaan. Program advokasi tahun 2024 yang difasilitasi oleh Kantor 

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) 

Surabaya bersama Persatuan Organisasi Perempuan (GOW) menargetkan kemandirian 

ekonomi perempuan, memperkuat gagasan bahwa akses perempuan terhadap sumber 

daya ekonomi tidak hanya memperkuat kesejahteraan individu tetapi juga berkontribusi 

pada pembangunan kota yang berkelanjutan (Cornwall & Rivas, 2015). Dalam hal ini, 

platform digitalPasar ElektronikProgram yang mendukung 2.835 usaha mikro dan kecil 

(UMKM) yang dipimpin perempuan ini merupakan inovasi praktis untuk 

mengintegrasikan pemberdayaan gender dengan inisiatif ekonomi digital.  

Pengakuan nasional semakin menegaskan prestasi Surabaya. Kota ini dianugerahi 

penghargaanAnugerah Parahita Ekapraya(APE) dalam Kategori Mentor, penghargaan 

nasional tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Penghargaan ini menandakan kepemimpinan Surabaya dalam 

melembagakan tata kelola responsif gender dan menjadi model bagi pemerintah daerah 

lainnya di Indonesia. 

Selain itu, pendirian 478 Pusat Dukungan Keluarga (Puspage) dan pengembangan 

SIAP-PPAK Aplikasi seluler menunjukkan bagaimana inovasi kelembagaan dapat 

memperkuat infrastruktur sosial untuk kesetaraan gender. Langkah-langkah tersebut 

menyediakan platform berbasis komunitas yang mudah diakses untuk pendidikan 

keluarga, perlindungan perempuan, dan kesejahteraan anak, yang mewujudkan 

pendekatan holistik terhadap penyampaian layanan yang peka gender. Secara 

keseluruhan, indikator dan program ini menyoroti komitmen multidimensional Surabaya 

terhadap kesetaraan gender. Kebijakan kota ini tidak hanya mencerminkan kepatuhan 
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terhadap kerangka kerja nasional tetapi juga selaras dengan teori internasional tentang 

gender dan pembangunan yang menekankan transformasi struktural, tata kelola 

partisipatif, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam konteks ini, Surabaya dapat 

dilihat sebagai model perkotaan terkemuka untuk mengoperasionalkan 

pengarusutamaan gender menjadi hasil nyata, memajukan agenda nasional dan global 

untuk pembangunan berkelanjutan dan inklusif. 

Tabel 2. Kebijakan Pemerintah Surabaya Terhadap Keluarga yang Adil Gender 

Kebijakan/ 
Program 

Keterangan 
Dukungan 

Institusional 
Pemberdayaan 

Kerangka 
Kerja yang 

Relevan 
Kebijakan 
Pengarusuta
maan 
Gender 
(PUG) 

Integrasi 
perspektif 
gender dalam 
perencanaan dan 
penganggaran 
pemerintah 
daerah. 

Diimplementasik
an oleh Dinas 
Pemberdayaan 
Perempuan dan 
Perlindungan 
Anak (DP3A) dan 
Bappeda 

Meningkatkan 
akuntabilitas 
kelembagaan 
dalam 
memastikan tata 
kelola yang 
responsif 
gender. 

Teori 
Pengarusuta
maan 
Gender (Rai, 
2008); (PBB, 
2015) 

Program 
Ketahanan 
Keluarga 
(Program 
Ketahanan 
Keluarga) 

Fokus pada 
peningkatan 
kesejahteraan 
keluarga, 
pendidikan 
pengasuhan 
anak, dan 
pencegahan 
kekerasan dalam 
rumah tangga. 

Pusat komunitas 
(Pusat 
Pembelajaran 
Keluarga – 
PUSPAGA) 

Memperkuat 
peran 
perempuan dan 
anak dalam 
pengambilan 
keputusan 
keluarga. 

Teori Sistem 
Keluarga 
(Bowen, 
1993); (Sen, 
1999) 

Inisiatif 
Pemberdaya
an Ekonomi 
Perempuan 

Pelatihan 
keterampilan, 
dukungan UKM, 
dan akses ke 
pembiayaan 
mikro untuk 
pengusaha 
perempuan. 

Kolaborasi 
dengan 
BankUMKM Jawa 
Timur, koperasi, 
dan LSM 

Mendorong 
kemandirian 
ekonomi dan 
mengurangi 
kerentanan. 

Teori 
Pemberdaya
an 
(Zimmerma
n, 2000); 
(Rappaport 
& Seidman, 
2000); 
(Folbre, 
2001) 

Pembanguna
n Perkotaan 
yang 
Responsif 
Gender 

Ruang publik 
yang aman, 
kebijakan 
transportasi 
inklusif, dan 
program kota 
ramah anak. 

Perencanaan 
kota olehDinas 
Perumahan 
Rakyat Kawasan 
Permukiman 
Cipta Karya dan 
Tata 
Ruang(DPRKPCK
TR) 

Memberikan 
akses yang 
setara ke 
fasilitas umum 
dan mengurangi 
risiko berbasis 
gender. 

Feminisme 
Perkotaan 
(Beebeejaun, 
2017); Teori 
Pembanguna
n Inklusif 
(Nussbaum 
& Sen, 1993) 
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Pendidikan 
dan 
Kepemimpin
an untuk 
Anak 
Perempuan 

Beasiswa, akses 
STEM untuk 
anak 
perempuan, dan 
pelatihan 
kepemimpinan. 

Kolaborasi 
dengan sekolah, 
universitas, dan 
LSM. 

Memberdayakan 
anak perempuan 
sebagai 
pemimpin masa 
depan dan 
mengurangi 
kesenjangan 
pendidikan. 

Teori Modal 
Manusia 
(Becker, 
1964); 
Gender dan 
Pembanguna
n (Moser, 
2012a) 

Sumber: Diedit oleh Penulis, 2024 

Pemerintah Kota Surabaya telah menanamkan kesetaraan gender dalam kebijakan 

pengembangan keluarga melalui pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan 

dukungan kelembagaan, pemberdayaan berbasis masyarakat, dan transformasi 

struktural. Inti dari upaya ini adalah Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG), yang 

melembagakan perspektif gender ke dalam proses perencanaan dan penganggaran 

pemerintah daerah. Kerangka kebijakan ini, yang konsisten dengan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG 5) tentang kesetaraan gender (UN, 2015), 

memastikan bahwa semua program pemerintah bertanggung jawab terhadap prinsip 

kesetaraan. Landasan teoritis di sini selaras dengan Teori Pengarusutamaan Gender Rai 

(2008), yang menekankan penanaman analisis gender di seluruh siklus kebijakan untuk 

menghindari perlakuan isu perempuan sebagai isu pinggiran. Di luar integrasi 

kelembagaan, Surabaya telah mempromosikan Program Ketahanan Keluarga (Program 

Ketahanan Keluarga) melalui pusat pembelajaran berbasis komunitas (SETENGAH 

PEDANGPusat-pusat ini menyediakan konseling keluarga, pendidikan pengasuhan anak, 

dan strategi pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dari perspektif Teori Sistem 

Keluarga (Bowen, 1993), penguatan hubungan keluarga berkontribusi pada 

kesejahteraan antar generasi, sementara Pendekatan Kapabilitas Sen (1999) 

menggarisbawahi bagaimana program-program ini meningkatkan kebebasan substantif 

individu dalam rumah tangga. Pemberdayaan ekonomi adalah pilar lain dari strategi 

Surabaya (Sen, 1999). Dengan menawarkan pelatihan keterampilan, pembiayaan mikro, 

dan program pengembangan UMKM yang secara khusus menargetkan perempuan, kota 

ini memungkinkan otonomi dan partisipasi yang lebih besar dalam perekonomian lokal.  

Hal ini selaras dengan Teori Pemberdayaan Zimmerman (2000), yang memandang 

pemberdayaan sebagai proses memperoleh kendali atas sumber daya, keputusan, dan 

peluang (Zimmerman, 2000). Lebih jauh lagi, penekanan pada kewirausahaan 

mencerminkan Ekonomi Feminis (Folbre, 2001), yang mengkritik penilaian rendah 

terhadap kerja tak berbayar perempuan dan mendorong pengakuan mereka sebagai 

pelaku ekonomi. Pengembangan infrastruktur yang responsif gender juga telah 

diprioritaskan. Inisiatif kota dalam perencanaan kota, ruang publik yang aman, dan 

fasilitas ramah anak menunjukkan komitmen kelembagaan untuk membongkar 

ketidaksetaraan spasial yang secara tidak proporsional memengaruhi perempuan dan 

anak-anak. Pendekatan ini mencerminkan Feminisme Perkotaan (Beebeejaun, 2017), 

yang berpendapat bahwa desain lingkungan perkotaan secara signifikan membentuk 

pengalaman gender. Hal ini juga menggemakan prinsip-prinsip Teori Pembangunan 
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Inklusif (Nussbaum & Sen, 1993), yang menekankan akses yang adil terhadap sumber 

daya dan ruang bagi semua warga negara. Terakhir, Surabaya telah mengintegrasikan 

inisiatif pendidikan dan kepemimpinan untuk anak perempuan, seperti beasiswa, 

perluasan akses STEM, dan pelatihan kepemimpinan pemuda. Berlandaskan Teori Modal 

Manusia (Becker, 1964), program-program ini menekankan manfaat sosial-ekonomi 

jangka panjang dari investasi dalam pendidikan perempuan. Selain itu, kerangka kerja 

Gender dan Pembangunan (GAD) (Moser, 2012a) menempatkan kebijakan-kebijakan ini 

dalam agenda yang lebih luas untuk mentransformasi ketidaksetaraan struktural, bukan 

sekadar mengakomodasi perempuan ke dalam sistem yang ada. Secara keseluruhan, 

kebijakan-kebijakan ini mencerminkan model sinergis pembangunan keluarga yang adil 

gender, menggabungkan kerangka kerja kelembagaan dengan pemberdayaan 

masyarakat. Surabaya menunjukkan bagaimana tata kelola perkotaan dapat 

mengintegrasikan pengarusutamaan gender, pemberdayaan, dan paradigma 

pembangunan inklusif untuk mendorong tidak hanya kesejahteraan individu tetapi juga 

keluarga yang tangguh dan adil. 

Tabel 3. Populasi di Surabaya 

Sumber Data Tahunan 
Populasi 

Pria Perempuan Total 

Sensus Penduduk 2020 (BPS) 1.425.168 1.449.146 2.874.314 

Sensus Formulir Panjang 2022 (BPS) 1.431.041 1.456.182 2.887.223 

Proyeksi 2023 (GBS, Surabaya DP3AP2KB) 1.433.967 1.459.731 2.893.698 

Sumber: Diedit oleh penulis, 2024 

Populasi Surabaya, berdasarkan berbagai sumber, menunjukkanA Terdapat sedikit 

dominasi perempuan dibandingkan laki-laki, yang merupakan pola konsisten dari sensus 

2020 hingga proyeksi 2023. Menurut Sensus Penduduk 2020 yang dilakukan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS), Surabaya memiliki 2.874.314 penduduk, di mana 1.425.168 adalah 

laki-laki dan Sebanyak 1.449.146 orang adalah perempuan. Distribusi ini menunjukkan 

bahwa perempuan mewakili 50,41%. dari populasi tersebut, sementara laki-laki 

berjumlah 49,59%..Dua tahun kemudian, dalam Sensus Penduduk Bentuk Panjang 2022, 

total penduduk meningkat menjadi 2.887.223 jiwa, dengan 1.431.041 laki-laki dan 

1.456.182 perempuan. Perbedaan proporsional tetap relatif stabil, sekali lagi 

menunjukkan bahwa perempuan menyumbang sedikit lebih banyak dari populasi. Pada 

tahun 2023, proyeksi Pernyataan Anggaran Gender (GBS) memperkirakan populasi 

sebesar 2.893.698 jiwa, terdiri dari 1.433.967 laki-laki dan 1.459.731 perempuan. 

Meskipun angka ini bukan sensus melainkan proyeksi, hal ini mencerminkan 

kesinambungan dalam struktur demografis: perempuan sedikit lebih banyak daripada 

laki-laki di Surabaya. 

Rasio Jenis Kelamin (SR) = Sensus 2020 

𝑆𝑅 =
1425167

1449146
𝑥 100 =  98,34% →  [98 𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 100 𝑤𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎𝑦𝑎] 
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Rasio Jenis Kelamin (SR0 = Proyeksi 2023) 

𝑆𝑅 =
1433956

1459731
𝑥 100 =  98,23% →  [98 𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑡𝑖𝑎𝑝 100 𝑤𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑖 𝑆𝑢𝑟𝑎𝑏𝑎𝑦𝑎] 

Proporsi Gender = 2020 

𝑃𝑚𝑎𝑙𝑒 =
1425168

2874314
𝑥 100 =  49,59% 

𝑃𝑒𝑟𝑒𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 =
1449146

2874314
𝑥 100 =  50,41% 

Proporsinya hampir identik dan tetap stabil. 

Bukti statistik menunjukkan bahwa Surabaya memiliki distribusi gender yang stabil 

dengan sedikit dominasi perempuan. Rasio jenis kelamin di bawah 100 secara konsisten 

menunjukkan bahwa jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki di kota ini. Dari 

perspektif demografis, ini bukanlah fenomena yang tidak biasa di daerah perkotaan di 

mana perempuan cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi dan tingkat 

kematian yang sedikit lebih rendah dibandingkan laki-laki. 

Distribusi gender ini juga membawa implikasi penting bagi perencanaan kota, 

kebijakan kesehatan, dan penganggaran yang responsif gender. Misalnya: 

a. Pelayanan Kesehatan dan Sosial: Dengan perempuan yang membentuk proporsi yang 

sedikit lebih besar, ada kebutuhan akan perluasan layanan kesehatan ibu, kesehatan 

reproduksi, dan perawatan lansia, karena perempuan umumnya hidup lebih lama dan 

lebih banyak terwakili dalam kelompok usia yang lebih tua; 

b. Partisipasi Ekonomi: Kelebihan jumlah perempuan menggarisbawahi pentingnya 

kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dalam pekerjaan dan kewirausahaan, 

untuk mencegah kesenjangan sosial-ekonomi; 

c. Desain Kebijakan: Tren data yang konsisten, yang diperkuat oleh proyeksi GBS 2023, 

memberikan landasan demografis yang kuat untuk kebijakan pengarusutamaan 

gender yang telah diintegrasikan oleh pemerintah kota Surabaya ke dalam program 

pembangunan. 

Singkatnya, angka-angka tersebut mengkonfirmasi struktur demografis yang seimbang 

tetapi lebih condong ke perempuan, dengan rasio jenis kelamin yang konsisten sekitar 

98. Keseimbangan ini stabil di seluruh sensus dan proyeksi, menunjukkan dasar yang 

dapat diandalkan untuk analisis statistik berbasis gender dan perumusan kebijakan.  

Tabel 4.Formulasi GDI dan SRHDI 

Keterangan Rumus 

Kesehatan →Indeks Harapan Hidup 
(LEI)→Harapan hidup saat lahir (LE) 𝐻𝑈𝐾𝑈𝑀 =

𝐿𝐸 − 20

80 − 20
 

  

Indeks Pendidikan 

𝑇𝐼𝐷𝐴𝐾 =
√𝑀𝑌𝑆𝐼 𝑥 𝐸𝑌𝑆𝐼

1
 

𝑀𝑌𝑆𝐼 =
𝑀𝑌𝑆

15
𝐸𝑌𝑆𝐼 =

𝑀𝐴𝑇𝐴

18
 

Catatan 
MYS = rata-rata tahun sekolah 
EYS = perkiraan tahun sekolah 
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Indeks Pendapatan 𝐼𝐼 =
𝐷𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 (𝑃𝑒𝑛𝑔ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛) − 𝐼(100)

𝐷𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 (75.000) − 𝐼𝑛(100)
 

  

HRI (berdasarkan gender) 𝐻𝐷𝑅𝐼 = (𝐿𝐸𝐼 𝑥 𝐸𝐼 𝑥 𝐼𝐼)
1
3 

  

Indeks Pembangunan Gender 𝐺𝐷𝐼 =
𝐻𝐷𝐼𝐹

𝐻𝐷𝐼𝑀

𝑋 100 

  

Rasio Jenis Kelamin HDI 𝑆𝑅𝐻𝐷𝐼 =
𝐻𝐷𝐼𝐹

𝐻𝐷𝐼𝑀

 

Sumber: Diedit oleh penulis, 2024 

Tabel 5. Indeks Pembangunan Gender (GDI/IPG) di Surabaya (2020 – 2023) 

Tahun GDI Keterangan 
2020 93,58 Sedikit menurun dari tahun 2019 (93,60) 

2021 93,90 
Peningkatan sepanjang tahun 2020, mempersempit kesenjangan 
pembangunan gender. 

2023 95,56 
Kemajuan yang signifikan, kini berada dalam kategori "kesetaraan 
menengah tinggi" 

Sumber: Diedit oleh penulis, 2024 

Dalam kurun waktu 2020 hingga 2023, kemajuan Surabaya dalam pembangunan 

gender paling baik dinilai sebagai perjalanan bertahap menuju kesetaraan, bukan sebagai 

daftar angka-angka yang terpisah-pisah. 

Pada tahun 2020, Indeks Pembangunan Gender (GDI atau IPG) kota ini adalah 

93,58. Terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya (2019 tercatat 93,60). Pada saat 

itu, pencapaian pembangunan manusia laki-laki melampaui perempuan di berbagai 

dimensi inti seperti pendapatan, pendidikan, dan harapan hidup, meskipun 

pembangunan secara keseluruhan tetap kuat. Pada tahun 2021, gambaran tersebut 

menjadi lebih menggembirakan. Surabaya mencatat GDI sebesar 93,90, yang 

mencerminkan peningkatan kesetaraan gender. Meskipun bertahap, peningkatan ini 

menandakan peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi 

bagi perempuan. Tahun 2022 tetap menjadi titik buta dalam hal data GDI yang 

dipublikasikan—tidak ada angka yang ditemukan dalam rilis resmi BPS—menunjukkan 

adanya kesenjangan dalam statistik yang tersedia untuk umum. Kemudian pada tahun 

2023, terjadi kemajuan yang signifikan. GDI Surabaya melonjak menjadi 95,56, membawa 

kota ini ke dalam kategori "kesetaraan menengah-tinggi". Peningkatan ini mencerminkan 

peningkatan yang lebih adil, terutama dalam harapan hidup perempuan yang lebih 

panjang, sementara beberapa keunggulan laki-laki masih tetap ada dalam pencapaian 

pendidikan dan pengeluaran per kapita. Tren peningkatan selama tiga tahun ini 

menunjukkan lintasan yang jelas dari penyempitan kesenjangan gender, yang didorong 

oleh kebijakan progresif dan kemajuan sosial yang meningkatkan hasil pembangunan 

perempuan. 

Konsep GDI (IPG) 

Indeks Pembangunan Gender (GDI) mengukur kesenjangan dalam pembangunan 
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manusia antara pria dan wanita. Indeks ini diturunkan dari Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), yang menggabungkan: Kesehatan (harapan hidup saat lahir), Pendidikan 

(rata-rata tahun sekolah + perkiraan tahun sekolah), Standar Hidup Ekonomi 

(pendapatan nasional bruto atau pengeluaran per kapita). GDI membandingkan IPM 

perempuan (IPM_f) dengan IPM laki-laki (IPM_m). 

Meningkatnya PDB Surabaya menunjukkan: 

a. Dimensi kesehatan: Wanita secara konsisten mengungguli pria karena angka harapan 

hidup yang lebih tinggi; 

b. Pendidikan & Ekonomi: Pria masih memiliki keunggulan, tetapi kesenjangan tersebut 

semakin mengecil, kemungkinan karena meningkatnya akses perempuan ke 

pendidikan tinggi dan partisipasi dalam angkatan kerja.; 

c. Efektivitas kebijakan: Program-program responsif gender di Surabaya (misalnya, 

pelatihan pemberdayaan, dukungan kewirausahaan perempuan, perluasan akses 

kesehatan) berkorelasi dengan tren peningkatan PDB. 

Jika tren ini berlanjut, Surabaya mungkin akan segera mencapai GDI di atas 96 atau 

97.,Mencerminkan hampir kesetaraan dalam pencapaian pembangunan. Tren ini 

menunjukkan peningkatan yang stabil. Jika pola ini berlanjut, Surabaya akan mendekati 

tingkat kesetaraan (PDB mendekati 100) dalam beberapa tahun ke depan, yang 

mencerminkan pencapaian pembangunan manusia yang hampir sama antara pria dan 

wanita. 

Tabel 6.Prevalensi SRHDI in Surabaya 

𝑆𝑅𝐻𝐷𝐼  Keterangan 

0,936 Ketidaksetaraan Moderat 

0,939 Sedikit lebih baik 

0,956 Mendekati Kesetaraan 

 Sumber: Diedit oleh penulis, 2024 

Catatan: 

𝑆𝑅𝑃𝐸𝑁𝑌𝐴𝐾𝐼𝑇 = Nilai yang mendekati 1 (atau 100 jika dinyatakan sebagai %) menunjukkan 

kesetaraan yang lebih besar. 

Lintasan Surabaya menunjukkan SRHDImenunjukkan: 

a. 2020: SR_HDI = 0,936 → ketidaksetaraan moderat; 

b. 2021: SR_HDI = 0,939 → sedikit lebih baik; 

c. 2023: SR_HDI = 0,956 → mendekati paritas. 

Perbaikan ini signifikan secara statistik dalam hal tren, menunjukkan bahwa varians 

(kesenjangan) antara skor HDI laki-laki dan perempuan semakin berkurang.. 

 

KESIMPULAN 

Analisis lintasan perkembangan demografi dan gender Surabaya dari tahun 2020 

hingga 2023, dengan proyeksi hingga tahun 2025, menunjukkan pergerakan 

berkelanjutan menuju kesetaraan gender dalam hasil pembangunan manusia. Indeks 

Pembangunan Gender (PDB), yang dihitung dengan membandingkan nilai Indeks 

Pembangunan Manusia (PDB) untuk perempuan dan laki-laki di tiga dimensi inti yaitu 
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kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi, mengungkapkan tren yang 

menggembirakan. Pada tahun 2020, PDB Surabaya berada di angka 93,58, mencerminkan 

kesenjangan yang terukur yang menguntungkan laki-laki dalam hal pencapaian 

pendidikan dan pendapatan, meskipun perempuan menunjukkan harapan hidup yang 

lebih panjang. Pada tahun 2021, indeks tersebut telah meningkat sedikit menjadi 93,90, 

menandakan peningkatan bertahap dalam kesetaraan gender. Kemajuan yang lebih nyata 

terjadi pada tahun 2023, ketika PPN mencapai 95,56, menempatkan Surabaya dalam 

kategori kesetaraan menengah hingga tinggi sebagaimana didefinisikan oleh Badan Pusat 

Statistik (BPS) dan selaras dengan kerangka kerja Pembangunan Berkelanjutan PBB 

(UNDP) untuk pembangunan gender. Proyeksi berbasis regresi lebih lanjut menunjukkan 

bahwa PPN Surabaya akan meningkat menjadi sekitar 96,17 pada tahun 2024 dan 96,86 

pada tahun 2025, menunjukkan konvergensi antara pencapaian pembangunan manusia 

laki-laki dan perempuan. Lintasan ini mencerminkan efektivitas kebijakan responsif 

gender dan perencanaan inklusif di tingkat kota, khususnya inisiatif yang memperluas 

akses perempuan terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan partisipasi ekonomi. 

Dari sudut pandang statistik, penyempitan rasio jenis kelamin dalam HDI dari 0,936 pada 

tahun 2020 menjadi 0,956 pada tahun 2023 memberikan bukti kuantitatif tentang 

berkurangnya kesenjangan. Perbaikan tersebut sangat selaras dengan agenda global 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Tujuan 5, yang menyerukan 

pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak 

perempuan (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 2015). Kemajuan Surabaya tidak hanya 

berkontribusi pada komitmen nasional Indonesia di bawah SDGs, tetapi juga 

menunjukkan bagaimana intervensi lokal, seperti pengarusutamaan gender dalam 

penganggaran dan program pemberdayaan masyarakat, dapat menghasilkan dampak 

terukur pada hasil pembangunan. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, khususnya 

dalam mengatasi keunggulan laki-laki yang terus berlanjut dalam hal pendapatan dan 

pencapaian pendidikan. Kesenjangan ini menggarisbawahi pentingnya strategi yang 

ditargetkan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan, mengurangi 

kesenjangan upah, dan memastikan kesempatan yang sama untuk kemajuan profesional. 

Seiring Surabaya terus mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam kerangka 

kebijakannya, kota ini menjadi studi kasus tentang bagaimana tata kelola perkotaan dapat 

secara efektif mendorong pembangunan manusia yang inklusif gender. Jika tren saa t ini 

dipertahankan, kota ini dapat mencapai kesetaraan hampir sempurna dalam PDB 

sebelum tahun 2030, sehingga menyelaraskan pencapaian pembangunan lokalnya 

dengan standar internasional kesetaraan gender dan memperkuat peran Indonesia yang 

lebih luas dalam memajukan pembangunan yang adil dan berkelanjutan. 
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